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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1981
TENTANG
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A

: bahwa dalam rangka peningkatan fungs Badan Koordinas Penanaman M odal

dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan penanaman
modal secara menyeluruh dan terpadu, dipandang perlu menyempurnakan
Keputusan Presden Nomor 53 Tahun 1977 tentang badan Koordines
Penanaman Modd,

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar, 1945 ;

Bedrijfsreglementering Ordonanti e 1934 sebaga manatd ah diubah dan ditambah;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Moda Asing (Lembarn Negara
Tahun 1967 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1318) jo.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dari Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modd Asng, (Lembaran Negara Tahun
1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1943) ;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tent:ang Penanaman Moda Daam
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lerabaran
Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Pennanman Moda Daam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 2944) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Organisad Departemen,

6. Keputusan Presiden Nomor 59/M | 1978 pembentukan Kabinet
Pembangunan I11.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presden Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinas Penanaman

Modal.

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BADAN KOORDINAS PENANAMAN MODAL

BAB |
KEDUDUKAN, TUGASDAN FUNGS

Pasal |

Badan Koordinas Penenaman Moda, sdlanjutnya dalam Keputusan Presden
ini disngkat BKPM, adadah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
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berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presden.
Pasal 2

BPKM, mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan
kebijaksanaan di bidang penanaman moda menydesakan persetujuan
penanaman moda dan penilaan pdaksanaan serta pengembangannya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, BKPM
menye enggarakan fungd :

a mdakukan koordined perencanaan penanaman moda bak ssktora maupun
regiond serta mengadakan snkronisad rencana tersebut ke ddam suatu rencana
terpadu ddam rangka Undang-undang Nomor 1 Tehun 1967 dan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diaur diluar Undang-undang Penanaman
Modd. ;

b. merumuskan kebijaksanaan penanaman modd dan menyampaikannya kepada
Presden untuk mendapatkan persetujuannya;

C. menyusun dan menerbitkan Daftar Skala Prioritas penanaman Modd secara
bekda besamasana dengan Depatemen/Lembaga Pemeinteh yang
bersangkutan sebagal pedoman sektor-sektor penanaman modd ;

d. mengarah penyebaran kegiatan penanaman moda di daerah-daerah sesuai dengan
kebijaksanaan pembangunan;

e menydenggarakan pengawasan peleksanaan penanaman modd yang teah
disstujui Pemerintah dengan bekerja sama dengan Departemervingand  yang
membina penanaman modd ;

f. menydenggarakan pengdolaan dan pengembangan Proyek-proyek yang
diprioritaskan;;

g. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi tertaksananya proyek-proyek
penanaman modd;

h. menydenggarakan komunikasi, promos, dan Penerangan yang efektif dengan
para penanamam modd khususnya dan dunia usaha padaumumnya;

I. menditi/menilai permohonan  penanaman moda sesuai  dengan
kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku ;

J. menggjukan hasil penditiar/penilaian atas permohonan penanaman modd asing
kepada Pres den untuk memperol eh keputusan ;

K. memberikan persetujuan aas permohonan penanaman moda ddam negeri atas
nama Pemerintah Republik Indonesa;

|. atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modd yang
bersangkutan, dan daam rangka pdaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1967, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin bak usaha
yang berdfa sementara maupun yang bersfa tetap, izin pengusaha bahan baku,
pemberian angkamengena Importir/eksportir terbatas, izin pembdian ddam negeri
terbatas ,hak Guna usaha, izin kerjatenaga Adng yang akan bekerja ddam rangka
penanaman modal, dan keputusan pemberian fasilitas/keringanan pgak dan
Bea masuk bagi penanaman modd, dan izin usaha hadl perdagangan
produks/jasadari penanaman modd ;

mM.memberikan peayanan yang dipelukan bagi kdancaran pdaksanaan penanamaan
modal.
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BAB II
SUSUNAN DAN ORGANISASI

pasa 4
Susunan Organisas BKPM terdiri dari :
Ketua ;
Wakil Ketua ;
Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian ;
Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi ;
Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan ;

~® 20 Ty

Sekretariat Badan
Pasal 5

(1) BKPM dipinpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Presden
dan sehari-hari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Indudtri/K etua Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona

(2) Ddam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua
yang bertanggungjawab kepada K etua.
(3) Wakil Ketua mempunyai tugas :
a membinadan mengembangkan adminisras BKPM yang efektif dan
efisen;
b. dantugastugaslan aaspetunjuk Ketua
Pasal 6

Deputi bidang Perencanaan dan Pengenddian addah unsur pelaksana dari sebagian
tugas dan fungs BKPM dibidang perencanaan dan pengenddian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada K etua BKPM,

Pasal 7

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengenddian mempunya tugas membantu Ketua
daam perencanaan, perumusan kebijaksanaan, dan pengendaian serta evaluas
atas pel aksanaan penanaman modal yang tdah mendapat persetujuan Pemerintah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7, Deputi Bidang
Perencanaan dan Pengenddian mempunya fungd :

a  mdakukan koordinas perencanaan penanaman modd bak sektord maupun
regiond sertamengadakan snkronisad rencanatersebut ke daam suatu rencana
terpadu ddam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur diluar Undang-undang
Penanaman Modd ;

b.  menyusun dan menerbitkan Daftar skala Prioritas penanaman modd secara
berkal a bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang
bersangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman
modd ;

C. menydenggarakan pengenddiavpengawasan dan evduad  aas
pd aksanaan penanaman modd yang telah disetujui Pemerintah.

Pasal 9
Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendd lan terdiri dari ;
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1. Biro Perencanaan;
2. Biro Penpendaian dan Evaluasi,
Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan dan Promos add ah unsur pelaksana dari sebagian
tugas dan fungs BKPM di bidang pengembangan dan promos yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada KetuaBKPM,

Pasal 11

Deputi Bidang pengembangan dan Promos mempunya tugas membantu Ketua
dalam perumusan kebijaksanaan daam rangka pengolahan dan pengembangan

proyek terpadu.
Pasal 12

Untuk mel aksanakan tugas tersebut pada Pasal 11, Deputi Bidang
Pengembangan dan Promos mempunya fungs :

a.  menydenggarakan pengol ahan dan pengembangan proyek-proyek yang di
prioritaskan ;

b. menydenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terl aksananya proyek-
proyek yang diprioritaskan ;

C. menydenggarakan komunikas, Promos dan penerangan yang efektif dengan
para penanam modd khususnya dan dunia usaha pada umumnya,

Pasal 13
Deputi Bidang Pengembangan dan Promos terdiri dari :
a. Biro Pengembangan;
b. Biro Pembinadan Penyuluhan ;
Cc. BiroPromos.
Pasal 14

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan adalah unsur pelaksana dari sebagian
tugas dan fungs BKPM di bidang penilaan dan perizinan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada K etua BK PM,

Pad 15

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan mempunyal tugas membantu K etua dalam
menyelenggarakan penilaian menetapkan fasilitas’/keringanan fiskal dan
fasilitas penanaman modal lainnya, menyelesaikan izin-izin yang diperlukan,
menyelenggarakan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan
penanaman Modal.

Pasal 16

Untuk meaksanakan tugas tersebut pada Pasd 15, Deputi Bidang Penilaian dan

Perizinan mempunyai fungs. :

a menditi/menila  permohonan penanaman modal. sesuai dengan
kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku ;

b. menyedesakan persetujuan Ketua BKPM atas nama Pemerintah terhadap
permohonan penanaman modal dalam negeri ;

Cc. memproses persetujuan Pemerintah terhadap permohonan penanaman
modal asing ;

d. mempersiapkan penerbitan izin usaha bailk yang bersifat sementara
maupun yang bersifat tetap, izin pengusahaan bahan baku, pemberian
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angka pengenal importir / eksportir terbatas, izin pembelian dalam
negeri terbatas, Hak Guna Usaha, izin kerja bagi tenaga asing yang
akan bekerja daam rangka penanaman modal, dan keputusan
pemberian fasilitagkeringanan pgak dan bea masuk bagi penanaman
modal, dan izin usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa dari
penanaman modal ;

e. memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan
penanaman modal setelah memperol eh persetujuan Pemerintah.

Pasal 17
Deputi Bidapg Penilaian dan Perizinan terdiri aas:
a. Biro Penilaian Proyek;
b. Biro Fasilitas dan Perizinan;
C. Biro Pelayanan Umum. Pasal 18

(1) Sekretaria Badan addah unsur pernbantu Pimpinan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada K etua.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris

tugas mdaksanakan pdayanan adminidras , pengel olaan keuangan, perlengkapan,
perbekalan, kepegawaian, urusan rumah tangga, dan urusan tata ussha ddam
lingkungan BKPM.

Pasal 20

(1) Sekretaria Badanterdiri sebanyak-banyaknyas (Lima) Bagian dan setigp
Bagian terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

(2) Biroterdiri sebanyak-banyaknya5 (lima) Bagian dan setigp Bagian terdiri
sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

BAB IlI
TUGAS DAN WEWENANG
DEPARTEMEN YANG MEMBINA BIDANG USAHA
PENANAMAN MODAL DAN DEPARTEMEN LAINNYA.

Pasal 21

() Menteri yang membina bidang usaha penanaman modd ddam rangka
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-uredang Nomor 6 Tahun
1968 serta yang diatur di luar Undang-undang tentang Penanaman
Modd terssbut menyusun,

a perincian rencana tahunan penanaman modd di sektornya masngmasing
dalam bertuk kategori yang meliputi : PMA, PM DN, Proyek Tanpa
Faglitas, Proyek hanya memerlukan Regidras dan Proyek Tertutup serta
menyampai kan perincian rencanatersebut. kepada K etua BKPM

b. ketentuan pemberian izin ussha di bidangnya madng-masing dan
mdimpahkan kewenangan pemberian izin ussha PMA dan PMIDN ddam
rangka pd aksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1968, kepada K etua BKPM.

(2) Peindan rencana tahunan penanaman moda, sebagaimana dimaksud ddam
aya (1) mdiputi :

a. jenis bidang-bidang usaha dan jumlah kapasitas masng-masng bidang
usshabag penanaman modd ddam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun
1967, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 serta yang diaur di luar
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Undang-undang penanaman modd ;

b. menyusun keterangan-keterangan mengena jenis bahan baku yang
tersediadi ddam negeri untuk penanaman modd dan lokasinya;

C. ketentuan-ketentuan yang menyangkut penggunaan bahan baku ddam
pel aksanaan penanaman modd .

(3 Menteri Pertanian dan Menteri Pertambangan dan Energi masngmasing
daam bidangnya sendiri menyusun ketentuan-ketentuan bagi pemberian izin
pengusahaan bahan baku, dan meimpahkan kewenangan pemberian izin-izin
tersebut kepada Ketua BK PM.

(4 Menteri Keuangan menyusun ketentuan-ketentuan bagi  pemberian
fadlitagkeringanan pgak dan bea masuk bagi penanamen modd, dan
meimpahkan kewenangan pemberian faslitagkeringanan pgak dan bea
masuk tersebut kepada Ketua BKPM.

(5) Menteri Perdagangan dan Koperas menyusun ketentuan-ketentuan bagi
pemberian izin pembdian ddam negeri terbatas dan pemberian angka
pengena importir/eksportir terbatas, pemberian izin usaha perdagangan
hasl produks barang/jasa bagi penanaman modd, dan melimpahkan
kewenangan pemberian izin-izin/fasilitas tesebut kepada ketua BK PM

Pasal 19

Skretaiaa Badan mempunya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras
menyusun ketentuanketentuan pemberian izin kerja bagi tenaga asng yang akan
bekerja ddam rangka penanaman moda, dan meimpahkan kewenangan
pemberian izin tersebut kepada K etua BKPM.

(6) Menteri Ddam Negeri menyusun ketentuan-ketentuan pemberian
persetujuan lokas hak-hak atas tanah (hak guna bangunan, hak
pengddaan, dan hak peka), izin bangunan, dan izin undang-undang
gangguan oleh Gubernur Kepda Daerah aau oleh Ketua BKPM D atas
nama Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepaa Daegrah serta pemberian
hak guna usaha oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Dalam Negeri bagi
penanaman moda yang berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun
1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968,

(7) Meteai Kehekimen mengambil langkahlangkeh  untuk  memperlancar
pdaksanean penanaman modd khususiwya yang berhubungan  dengan
pengesahan akte pendirian badan hukum sertaizin tingga tenaga asng
bekerjaddam rangka penanaman modd.

(8) Penydesdan permohonan penanaman modd berdasarkan  ketentuan
Undang-undang di luar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 yang hanya memerlukan
Registras, dan tidak memerlukan faslitas penanaman modal
sshugamana digur ddam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tersebut dilakukan oleh
Depatemen pembina bidang ussha yang bersangkutan sesua  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Untuk usaha penanaman modd bagi proyek dengan kategori tertutup, dinyatakan
tertutup bak ddam rangka Undang-undang Penanaman Moda Asing dan
Penanaman Modd Ddam Negeri maupun yang diaur di luar Undang-
undang Penanaman Modd.

(11) Sduruh Departemen yang membawahkan bidang usaha penanaman modal di
luar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undangundang Nomor 6
Tahun 1968 menyampaikan tembusan izin-izin usaha yang diterbitkan dan
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perkembangan pd aksanaannyakepada BK PM.
Pasal 22

Menteri-menteri yang membina bidang usaha penanaman modal dan Menteri
lannya, mengduarkan peraturan-peraturan peaksanaan Pasd 21 K eputusan
Presiden ini di bawah koordinasi Menteri yang bertanggungjawvab
da am bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

BAB IV
BAPAN KOORDINAS PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 23

(1) Kegiaan yang berhubungan dengan penanaman modal di  daerah
disdenggarakan oleh Badan Koordinas Penanaman Modd Daerah.

(2) BKPMD addah badan Staf yang langsung berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur/K gpda Daerah Tingkat 1.

BAB V
TATAKERJA

Pasal 24
(1) Semua unsur di lingkungan BKPM ddam meaksanakan tugasnya wgib
menergpkan pringp koordineg, integrad, dan sSnkronised bak daam
lingkungan BKPM sendiri maupun dalam hubungan antar ingang
Pemerintah untuk kesatuan gerak sesua dengan tugasnya.

(2) Hubungan Kerjasama antara Badan Koordinas Penanaman Modd (BKPM)
dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) bersfa
konsultatif-fungsond,

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan paraDeputi KetuaBKPM diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden,

(2) KepdaBiro dan Sekretaris Badan diangka dan diberhentikan oleh
Menteri/Sekretaris Negaraaas usul KetuaBKPM,

BAB VI
ANGGARAN BELANJA

Pasal 26

Segda pengurusan adminidrad, personil, dan keuangan yang bersangkutan dengan
pd aksanaan tugas BK PM dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Kedengkapan organisad, perincian tugas, dan tatakerja BKPM diatur lebih lanjut
oleh Ketua BKPM setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara dan
Menteri/Sekretaris Negara.
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Pasal 28

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, peraturan-peraturan
pdaksanaan yang tdah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presden Nomor 53
Tahun 1977 dan Keputusan Presden Nomor 54 Tahun 1977 tetap berlaku
selama belum dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Presdenini.

Pasal 29

Hal-hd yang bdum diatur ddam Keputusan Presden ini diatur daam
keputusan tersendiri.

Pasal 30
Keputusan Presden ini mula berlaku padatanggd ditetgpkan.

Ditetapkan di Jakarta

Padatangga 27 Juli 1981.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESA
ttd

SOEHARTO
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